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ABSTRAK 

 

Skripsi ini membahas tentang penetapan pembatalan perkawinan di 

Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2010-2015, dengan analisis 

perundang-undangan. Penyusun meneliti bagaimana pertimbangan hukum 

yang digunakan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam 

merumuskan penetapan perkara pembatalan perkawinan. Pembatalan 

perkawinan dapat terjadi karena berbagai alasan, salah satunya pemalsuan 

identitas. Persoalan yang menarik untuk dianalisis bahwa menurut 

undang-undang, perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan jika syarat 

perkawinan tidak dipenuhi. Pada dasarnya walaupun pernikahan sudah 

dilangsungkan sejak lama tapi tidak memenuhi syarat dan rukun 

pernikahan dan proses pernikahannya mengandung unsur penipuan atau 

pemalsuan, maka pihak yang dirugikan (penggugat/pemohon) dapat 

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama. 

Oleh karena itu, penyusun ingin mengetahui alasan apa saja yang diajukan 

oleh penggugat atau pemohon dan pertimbangan hukum yang digunakan 

hakim dalam menetapkan perkara pembatalan perkawinan. 

Penelitian ini merupakan penelitian library research dengan data 

yang diperoleh dari Pengadilan Agama Banyuwangi, serta didukung 

dengan penelitian field researchmelalui  wawancara mendalam kepada 4 

orang hakim Pengadilan Agama Banyuwangi. Penelitian ini bersifat 

deskriptif-analitik, serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan yuridis. Berdasarkan  hasil penetapan yang diputus 

Pengadilan Agama Banyuwangi dari tahun 2010-2015 ada 33 perkara 

pembatalan perkawinan,. Dari seluruh perkara tersebut penyusun tidak 

mendapatkan semua data perkara pembatalan, namun hanya ada beberapa 

data saja, dengan alasan gudang tempat penyimpanan arsip pernah 

terbakar, jadi hanya beberapa data saja yang didapat. Data yang didapat 

oleh penyusun ada 15 perkara pembatalan perkawinan. 

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam 

pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan dilihat adanya fakta-fakta 

hukum yang dinyatakan telah terbukti dan cukup alasan bahwa termohon 

atau penggugat yang telah melakukan penipuan dengan memalsukan 

identitasnya, dengan dasar hukum yang digunakan hakim yaitu pasal 22 

sampai 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Pasal 70 sampai 76 Kompilasi Hukum Islam. 
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MOTTO 

 

“Hidup awalnya hanya mempunyai dua warna, yaitu 

hitam dan putih. Dari dua warna itulah bila 

dipadukan dengan bijaksana akan menghasilkan 

berbagai warna dalam kehidupan. Tergantung 

bagaimana setiap individu menyikapinya. Seperti 

halnya pelangi yang akan datang setelah mendung 

setelah hujan pergi...” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi 

ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

A

ra

b 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak ا

dilamban

gkan 

Tidak 

dilamban

gkan 

 bâ‟ B Be ب

 tâ‟ T Te ت

 śâ‟ Ś es (dengan ث

titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 â‟    a  dengan  ح

titik di 

bawah)  

 khâ‟ Kh ka dan ha خ



xii 
 

 Dâl D De د

 Żâl Ż żet  dengan ذ

titik di 

atas) 

 râ‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 âd   es (dengan  ص

titik di 

bawah) 

 âd   de (dengan  ض

titik di 

bawah) 

 ŝâ‟ Ŝ te (dengan ط

titik di 

bawah) 

 â‟   zet (dengan  ظ

titik 

dibawah) 

 ain „ koma terbalik„ ع

(di atas) 
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 Gain G ge dan ha غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ‟ H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 yâ‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis 

rangkap.contoh : 

لنزّ  Ditulis Nazzala 
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 Ditulis Bihinna بهنّ

 

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis „illah علة

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa 

Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis 

dengan h. 

ءولياكرامةالأ  Ditulis Karâmah al-auliyâ‟ 

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t 

atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiŝri زكاةالفطر

 

D. Vokal Pendek 

 ـَ

 فعل

fathah 

 

Ditulis 

ditulis 

A 

fa‟ala 
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 ـِ

 ذكر

kasrah 

 

Ditulis 

ditulis 

I 

Żukira 

 ـُ

 يذهب

dammah Ditulis 

ditulis 

U 

Yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1 

Fathah + alif  

 فلا

Ditulis 

ditulis 

Â 

Falâ 

2 

Fathah + ya‟ mati 

 تنسى

Ditulis 

ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

Kasrah + ya‟ mati 

 تفصيل

Ditulis 

ditulis 

Î 

Tafshîl 

4 

Dlammah + wawu 

mati 

 أصول

Ditulis 

ditulis 

Û 

   l 

 

 

F. Vokal Rangkap 

1 Fathah +  ya‟ mati Ditulis Ai 
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 ditulis az-zuhailî الزهيلي

2 

Fatha + wawu mati 

 الدولة

Ditulis 

ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis A‟antum أأنتم

 Ditulis  ‟iddat أعدت

 Ditulis La‟in syakartum لئنشكرتم

 

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”   

 Ditulis Al-Qur‟ân القرأن

 Ditulis Al-Qiyâs القياس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ‟Ditulis As-Samâ السماء

 Ditulis Asy-Syams الشمش
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I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

   Ditulis Ża   al-fur ذويالفروض

 Ditulis Ahl as-sunnah أهلالسنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Istilah perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, bahwa pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa.
1
 Pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan 

perempuan bersuami isteri.
2
 Pernikahan itu sendiri merupakan suatu ikatan lahir batin 

antara suami (laki-laki) dan isteri (perempuan) dengan tujuan untuk memperoleh 

kehidupan yang tenang (sakinah), cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).
3
 

Kompilasi Hukum Islam mengatur secara rinci tentang rukun dan syarat 

perkawinan. Selain itu syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 

menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua 

                                                             
1Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Pasal 1. 

 
2W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 1994), hlm 

453. 

 
3Khoiruddin Nasution, M.A, Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara 

Muslim Kontemporer,(Yogyakarta: ACADEMIA + TAZZAFA, 2013), hlm. 43. 
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kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan 

sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan 

syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak 

ada atau tidak lengkap.
4
 

Dalam Fikih Islam, Pembatalan perkawinan dikenal dengan al-faskh, yang 

bearti batal dan lepasnya ikatan perkawinan anatara suami istri. Ada kalanya 

disebabkan terjadi kerusakan atau cacat pada akad nikah iu sendiri dan ada kalanya 

disebabkan oleh hal-hal yang datang kemudian menyebabkan akad perkawinan 

tersebut tidak dapat dilanjutkan.
5
 

Proses pembatalan perkawinan di Pengadilan yaitu dengan cara pihak yang 

merasa dirugikan (penggugat/pemohon) memasukkan perkaranya di pengadilan untuk 

diperiksa, kemudian diproses melalui sidang dimana kedua belah pihak dihadirkan di 

pengadilan, kemudian dibuat permohonan, selanjutnya dipanggil dalam sidang 

kemudian dibacakan permohonannya, dilanjutkan pembuktian dengan alat bukti yaitu 

pengakuan, saksi dan alat bukti tertulis. Saksi dianggap sah dalam pemeriksaan yang 

merupakan produk penetapan hakim harus disumpah. Setelah hakim mendengar 

pengakuan pemohon dan alat bukti kemudian hakim mempertimbangkan dalam 

penetapan itu kalau terbukti pernikahannya tidak sesuai dengan persyaratan hukum 

                                                             
4
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 36. 

5 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I, (Jakarta : PT. ICHTIAR BARU VAN 

HOEVE, 2001), hlm. 317. 
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dan syariat Islam maka hakim akan membuat penetapan yang produknya 

membatalkan pernikahan antara suami dan istri tersebut.
6
 

Suatu kenyataan yang mungkin sulit diterima oleh suami isteri yang telah sah 

menikah bahkan sudah mempunyai keturunan, serta perkawinan yang telah 

dilaksanakan itu ternyata oleh Hakim Pengadilan Agama dinyatakan tidak sah dan 

ikatan perkawinan itu dinyatakan batal. Dasar yuridis yang digunakan Hakim 

Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan adalah Pasal 

22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan 

pembatalan perkawinan menurut Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan 

kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat suami atau isteri atau tempat 

perceraian dilangsungkan. Disebutkan juga pada pasal ini, batalnya suatu perkawinan 

dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kedudukan hukum yang  

tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
7
  

Dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan sebagaimana yang telah diatur 

oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Isam. Adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan selain yang 

dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk 

mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul dikemudian hari. 

                                                             
6
http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/features-2/k2-contents/prosedur diakses pada 

tanggal  11 Februari  Pukul 21.00 WIB 
 
7
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 74. 

 

http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/features-2/k2-contents/prosedur
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Pembatalan perkawinan ternyata membawa konsekuensi berupa hak waris mewarisi, 

perwalian, pemberian nafkah, terutama kedudukan anak atau kejelasan nasab 

(keturunan). Dalam hal ini, konsekuensi tersebut merupakan dampak dari  

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan. 

Dalam setiap perkara pembatalan perkawinan yang diadili dan diputus oleh 

majelis hakim, berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hakim sehingga 

penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan hukum acara yang 

berlaku di Lingkungan Peradilan Agama. Setelah penyusun menelusuri data perkara 

pembatalan perkawinan yang telah diputus Pengadilan Agama Banyuwangi pada 

tahun 2010-2015. Dari perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan  Agama 

Banyuwangi menurut penyusun ada yang menarik mengenai alasan tentang 

pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu adanya pemalsuan 

identitas mengenai perkawinan sedarah (senasab),  wali yang tidak sah dan 

pemalsuan akta cerai. Disamping itu, alasan-alasan lain dikarenakan adanya 

pemalsuan status perkawinan, dan pemalsuan umur.   

Berdasarkan  hasil penetapan yang diputus Pengadilan Agama Banyuwangi 

dari tahun 2010-2015 ada 33 perkara pembatalan perkawinan, yakni 5 perkara tahun 

2010,  7 perkara tahun 2011, 4 perkara tahun 2012, 7 perkara tahun 2013, 8 perkara 

tahun 2014, dan 2 perkara tahun 2015. Dari seluruh perkara tersebut penyusun tidak 

mendapatkan semua data namun hanya ada beberapa data saja, dengan alasan gudang 

tempat penyimpanan arsip pernah terbakar, jadi hanya beberapa data saja yang 
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didapat. Data yang didapat oleh penulis ada 15 perkara pembatalan perkawinan, yakni 

2 perkara tahun 2010, 3 perkara tahun 2011, 6 perkara tahun 2013, 3 perkara tahun 

2014, 1 perkara tahun 2015.Secara keseluruhan permohonan perkara pembatalan 

perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2010-2015 

dari semua perkara yang diajukan ada beberapa alasan diantaranya pemalsuan status 

perkawinan,  pemalsuan umur, hubungan sedarah, wali yang tidak sah dan pemalsuan 

akta cerai. Adapun pertimbangan majelis hakim yaitu Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 sampai 28, Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Pasal 70 sampai 76, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 85 sampai 

92 dan Peraturan Pemerintah Pasal 37 dan 38. 

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam 

tentang pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2010-2015, 

yang mana dari sekian perkara yang masuk alasan diantaranya adalah pemalsuan 

status perkawinan,  pemalsuan umur, hubungan sedarah, wali yang tidak sah dan 

pemalsuan akta cerai yang merugikan salah satu pihak dengan judul “Pembatalan 

Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan Tahun 2010-

2015)”. 
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B. Pokok Masalah 

1. Apa saja alasan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara 

pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi  tahun 2010-2015 ? 

2. Bagaimana tinjauan Yuridis terhadap alasan dan pertimbangan hukum hakim 

dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama 

Banyuwangi tahun 2010-2015 ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  

a. Mengetahui proses pelaksanaan pembatalan perkawinan. 

b. Mengetahui pertimbangan hukum hakim mengenai alasan pembatalan 

perkawinan. 

2. Kegunaan 

a. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi 

penyusun, mahasiswa dan masyarakat umum mengenai hukum perdata 

terutama yang berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya mengenai 

pembatalan perkawinan.  

b. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan secara mendalam 

mengenai pertimbangan hukum hakim terkait putusan tersebut. 
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D. Telaah Pustaka 

Dalam penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, sudah banyak yang 

melakukan penelitian tentang pembatalan perkawinan. Hasil penelitian itu dapat 

ditemukan dalam berbagai bentuk, baik makalah, artikel, mini riset, maupun skripsi. 

Berikut beberapa hasil penelitian tentang pembatalan perkawinan : 

Pertama, skripsi yang disusun oleh Festina Raini Musfiani berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Banjarnegara Tahun 

2001-2006” yang pembahasannya terfokus pada pemalsuan identitas calon suami 

(poligami), calon isteri, dan adanya sangka terhadap calon mempelai pria.
8
 Perbedaan 

dengan skripsi penyusun adalah analisis yang digunakan, skripsi Yang disusun oleh 

Festina Raini Musfiani menggunakan pendekatan normatif sedangkan penyusun 

menggunakan pendekatan yuridis. Serta objek penelitian, Festina Raini Musfiani 

meneliti perkara pembatalan perkawinan di Banjarnegara sedangkan penyusun 

meneliti perkara pembatalan perkawinan di Banyuwangi. 

Kedua, skripsi  yang  berkaitan dengan pembahasan penyusun tentang 

pemalsuan identitas yaitu skripsi disusun Saifan Dzulqarnain berjudul “ Tinjauan 

Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena 

                                                             
8Festina Raini Musfiani berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan 

di Pengadilan Banjarnegara Tahun 2001-2006”skripsi tidak diterbitkan pada Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007). 
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Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami Studi Putusan PA Cimahi Nomor 

995/Pdt.G/2012/PA.Cmi ” skipsi ini membahas perkara perkawinan poligami dengan 

pemalsuan identitas karena sang suami memalsukan identitasnya menjadi jejaka agar 

bisa melangsungkan poligami.
9
 Dan skripsi yang disusun oleh Risma Alvi Azizah 

berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena 

Pemalsuan Identitas Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 

280/Pdt.G/2014/PA.YK". Skripsi ini membahas pemalsuan identitas yang dilakukan 

oleh pihak suami, karena suami ketika melangsungkan pernikahan menggunakan 

identitas yang tidak benar dan masih terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain.
10

 

Perbedaan dengan skripsi penyusun terdapat di putusan. Skripsi Saifan Dzulqarnain 

hanya terfokus satu perkara dengan alasan pemalsuan identitas yang terkait dengan 

adanya izin poligami, dan skripsi Risma Alvi Azizah yang juga sama hanya terfokus 

pada satu perkara yaitu pemalsuan identitas terkait adanya manipulasi data.  Skripsi 

penyusun menganalisis perkara pembatalan dari tahun 2010-2015 bukan hanya 

tentang izin poligami dan pemalsuan identitas tetapi juga tentang pemalsuan akte 

cerai, perkawinan senasab, pemalsuan umur dan wali yang tidak sah.  

                                                             
9Saifan Dzulqarnain berjudul “ Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap 

Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami Studi Putusan PA 

Cimahi Nomor 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi ” skripsi tidak diterbitkan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015). 

 
10Risma Alvi Azizah berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan 

Karena Pemalsuan Identitas Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 

280/Pdt.G/2014/PA.YK".skripsi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta(1998).skripsi tidak diterbitkan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2015). 
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Keempat, karya yang disusun oleh Yusnidar Rachman "Pembatalan 

Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Slawi" (studi kasus 

perkara No.59/Pdt.G/2005/PA.SLW). Membahas tentang pembatalan perkawinan 

karena pemalsuan identitas yang dilakukan oleh suami yang mengaku duda mati 

tetapi masih memiliki istri dengan demikian suami telah memberikan identitas palsu, 

karena sesungguhnya perkawinan dengan istri yang pertama masih sah.
11

 Perbedaan 

dengan skripsi peyusun adalah analisis yang digunakan, alasan pembatalan 

perkawinan dan objek penelitian. Skripsi Yusnidar Rachman menggunakan 

pendekatan yuridis empiris, alasan pembatalan dikarenakan adanya pemalsuan 

identitas yang dilakukan oleh oleh pihak laki-laki (suami) yan sebelum melakukan 

perkawinan mengaku duda mati tetapi masih memiliki istri yang sah dan belum 

pernah bercerai sebelumnya serta objek penelitiannya di Pengadilan Agama Slawi. 

Sedangkan skripsi penyusun menggunakan pendekatan yuridis dengan menganalisis 

putusan tahun 2010-2015 dengan berbagai alasan pembatalan perkawinan meliputi 

tentang pemalsuan status pekawinan, pemalsuan umur, pemalsuan akta cerai, 

perkawinan yang senasab dan wali yang tidak sah dengan objek penelitian di 

Pengadilan Agama Banyuwangi.   

Berdasarkan karya-karya ilmiah tersebut penyusun dapat  menyimpulkan 

bahwa penelitian mengenai pertimbangan hakim tentang  pembatalan perkawinan 

                                                             
11Yusnidar Rachman "Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama 

Slawi" (studi kasus perkara No.59/Pdt.G/2005/PA.SLW).tesis pasca sarjana, tidak diterbitkan 

Universitas Diponegoro Semarang, (2006). 
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memang sudah banyak dikaji, namun kebanyakan penelitian-penelitian sebelumnya 

kebanyakan hanya terfokus kepada satu perkara. Adapun penelitian ini penyusun 

membahas tentang pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi dari 

tahun 2010-2015 dengan pokok masalah alasa-alasan yang diajukan serta 

pertimbangan hukum yang digunakan hakim. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan 

sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur mengenai pengertian 

pembatalan perkawinan, begitu juga Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang 

merupakan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

Pasal 37 “batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”. Pasal 

22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya menyebutkan 

”perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk 

melangsungkan perkawinan, Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa 

pengertian ”dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana 

ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Hal ini 

disebabkan mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik 

terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak 
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ketiga sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di 

luar pengadilan. 

Hal-hal yang menyebabkan batalnya perkawinan tedapat dalam hukum Islam 

sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT, yang berbunyi : 

كو تهن تضرارا تنتعتدوا تومن تيفعم تذنك تفقد تظهم تنف ه تمس ولا
12

 

Dalam kemaslahatan dijelaskan bahwa suatu perkawinan yang melanggar 

ketentuan-ketentuan hukum dapat dibatalkan, karena mengakibatkan timbulnya suatu 

mudarat bagi salah satu pihak yang merasa dirugikan, serta pihak-pihak yang 

mempunyai suatu ikatan perjanjian dengan perkawinan tersebut, maka kemudaratan 

harus dihilangkan. Kemaslahatan sutau perkawinan yang melanggar ketentuan-

ketentuan hukum dapat dibatalkan, sesuai dengan Qawaidul Fiqhiyyah yaitu : 

انضرر تيزال
13

 

Maksudnya ialah jika sesutau itu dianggap sedang atau akan bahkan memang 

menimbulkan kemudaratan, maka kemudaratan wajib dihilangkan. Sekalipun 

demikian, kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. 

Melainkan kemudaratan boleh dihilangkan untuk kemaslahatan. 

                                                             
12Q.S Al-Baqarah (2) : 231. 

 
13Dahlan Tamrin, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah, (Malang:UIN Maliki 

Press, 2010), hlm. 153. 
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Pembatalan perkawinan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang perkawinan yang berlaku sebagai payung hukum di Indonesia. Yaitu 

diatur dalam Bab IV Pasal 22 sampai 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. 

Di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

dinyatakan dengas tegas : Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak 

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
14

 Peraturan ini bukan 

semata-mata dengan sendirinya perkawinan yang tidak memiliki persyaratan tersebut 

batal, tetapi pembatalannya harus melalui Pengadilan Agama ditempat perkawinan itu 

dilangsungkan. Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibat dan 

dengan difasakhannya oleh hakim Pengadilan Agama maka terputuslah hubungan 

perkawinan itu. Hal ini berarti pelaksanaan putusnya hubungan perkawinan dalam hal 

ini, pihak lain merasa tertipu dalam perkawinan itu mengajukan permintaan kepada 

hakim Pengadilan Agama.
15

 

Pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik 

dari pihak keluarga atau pejabat berwenang, sehingga perkawinan itu terlanjur 

terlaksana walaupun setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang 

perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat 

membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang 

                                                             
14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Pasal 22. 

 
15

Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Penerbit UI, 1981), hlm. 117. 
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berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan 

adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang 

yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.
16

 Tanpa adanya 

satu rukun maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan, hal ini berarti jika suatu 

perkawinan dilakukan tanpa unsur pokoknya yaitu syarat dan rukun perkawinan maka 

perkawinannya batal demi hukum 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini penelitian 

kepustakaan (library research) dan penelitian  lapangan (field research). 

Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang bertujuan untuk 

membuat scientific law, pembuatan model atau ingin membandingkan apa yang 

seharusnya terjadi dengan kejadian yang sebenarnya dengan mengacu kepada 

teori-teori yang berlaku dan dapat dicari pada buku-buku teks ataupun hasil 

penelitian orang lain.
17

 Adapun  penelitian lapangan (field research) adalah 

penelitian yang dilakukan dengan jalan langsung kepada obyek penelitian. 

                                                             
16 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi 

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2006), 

hlm. 107. 

 
17 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Ed. II, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2013), hlm. 9. 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, dengan maksud tujuan untuk 

memusatkan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan pada 

masalah yang aktual. 

3. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

Yuridis. Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan yang mengacu pada perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan sumber data yang digunakan sebagai data 

pokok dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. data primer ini diperoleh 

dari putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi serta 

data-data (arsip) dari Pengadilan Agama Banyuwangi. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder, berupa kajian pustaka dan telaah dokumen, 

penelusuran naskah, literatur yang digunakan adalah Al-Qur’an, Hadis, buku-

buku, makalah dan artikel yang memeliki relevansi dengan masalah-masalah 

yang  dibahas. 
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5. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek 

yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penyusun. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama 

Banyuwangi tahun 2010-2015. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini 

yaitu alasan-alasan diajukannya pembatalan perkawinan tahun 2010-2015.   

6. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bersifat deskriptif 

analisis. Yaitu menggambarkan data sedetail mungkin sebagai objek penelitian, 

kemudian mengalisis isi putusan untuk melihat seberapa jauh para hakim 

menerapkan peraturan perundang-undangan dalam memutuskan sebuah perkara. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah 

penyusunan skripsi ini, maka penyusun menguraikan secara umum ke dalam lima bab 

pembahasan sebagai berikut : 

Bab pertama, berisi Pendahuluan yang meliputi : Latar belakang, pokok 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 
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Bab kedua, berisi pembahasan tentang pembatalan perkawinan yaitu 

pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan serta pihak-

pihak yang dapat mengajukan pembatalan  perkawinan. 

Bab ketiga, penyusun akan memaparkan sejarah Pengadilan Agama 

Banyuwangi, tugas dan fungsi, perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama 

Banyuwangi tahun 2010-2015, pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan 

perkawinan. 

Bab keempat, penyusun mengalisis perundang-undangan terhadap pembatalan 

perkawinan. Dalam bab ini penyusun menguraikan tentang anilisis dasar hukum dan 

pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan. 

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan umum dari penelitian 

secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok 

pembahasan yang telah dikemukakan. Selain kesimpulan pada bab kelima ini juga 

berisi saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran 

yang berkaitan dengan penyusunan skripsi. 

. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Setelah penyusun mengkaji, memahami dan menganalisis tentang 

pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan 

Tahun 2010-2015), maka penyusun dapat menyimpulkan 2 hasil penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Alasan pembatalan perkawinan yang diputus oleh hakim Pengadilan 

Agama Banyuwangi tahun 2010-2015, disebabkan oleh: 

a. Dikarenakan adanya unsur pemalsuan status perkawinan, 

misalnya mengaku jejaka atau perawan maupun mengaku duda 

atau janda. 

b. Adanya unsur pemalsuan data perkawinan, misalnya 

memalsukan umur atau memalsukan wali nikah bukan orang 

tua asli, adanya hubungan darah atau hubungan persusuan.  

Mengenai sebab-sebab pembatalan perkawinan lebih rincinya dapat 

dilihat dalam Pasal 22, Pasal 24 ,Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 72 dan Pasal 74 yang mengatur alasan untuk 

mengajukan pembatalan perkawinan. 
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2. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara 

pembatalan perkawinan yaitu bersumber pada: 

a. Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 

22 sampai 28 Pasal 22 sampai 28. 

b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 sampai 76.  

c. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 37 dan 

38. 

d. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 85 sampai 

99.  

Dalam pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan dilihat adanya 

fakta-fakta hukum yang dinyatakan telah terbukti dan cukup alasan 

bahwa termohon atau penggugat yang telah melakukan penipuan 

dengan memalsukan status perkawinan ataupun manipulasi data, serta 

mempertimbangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang 

berperkara, berdasarkan dengan data-data yang obyektif antara mana 

yang lebih maslahat, serta ditinjau dari segi agama untuk kehidupan 

selanjutnya. Sebab, pada dasarnya walaupun pernikahan sudah 

dilangsungkan sejak lama, tapi tidak memenuhi syarat dan rukun 

pernikahan dan proses pernikahannya mengandung unsur penipuan 

atau pemalsuan. Maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. 
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B. SARAN 

Penelitian ini merupakan salah satu yang meneliti tentang 

problematika yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Dalam 

penelitian ini telah diketahui mengenai alasan dan pertimbangan hukum 

mengenai pembatalan perkwinan. Penyusun menyadari bahwa penelitian 

ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penyusun ingin 

memberikan beberapa rekomendasi atau saran agar penelitian ini dapat 

terus dilengkapi dan dilihat dari sisi lainnya sehingga dapat menjadi 

penelitian yang sempurna dan dapat memberikan pengetahuan yang 

mendalam bagi para pembaca. Adapun beberapa rekomendasi/saran yang 

menurut penyusun perlu dikaji atau diteliti lebih lanjut  yaitu berkaitan 

dengan: 

1. Tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan dan 

pengaruhnya atas hak warisan anak. 

2. Pelanggaran atas perjanjian perkawinan sebagai alasan untuk 

meminta pembatalan perkawinan. 

3. Proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan dan akibat 

hukum terhadap anak yang dilahirkan. 

 

 

 

 



66 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Al-Qur’an 

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, Yogyakarta: UII Press, 

1999. 

 

 Fiqih/Ushul Fiqih 

Azizah, Risma Alvi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Studi Putusan 

Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 280/Pdt.G/2014/PA.YK". 

Skripsi tidak diterbitkan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015). 

Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, UII Pres, 

2000. 

 

Dahlan, Abdul Azis, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I, Jakarta : PT. 

ICHTIAR BARU VAN HOEVE, 2001. 

 

Dzulqarnain, Saifan berjudul“ Tinjauan Hukum Islam dan  Hukum Positif 

Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas 

Dalam Perkawinan Poligami Studi Putusan PA Cimahi Nomor 

995/Pdt.G/2012/PA.Cmi ” skripsi tidak diterbitkan pada Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015). 

Ghazali, Abd. Rahman, Fiqih Munakahat, Bogor: Kencana, 2003. 

Musfiani, Festina Raini berjudul“Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Banjarnegara Tahun 2001-

2016” skripsi tidak diterbitkan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007). 

 

Nasution, Khoiruddin,  Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan 

UU Negara Muslim Kontemporer, Yogyakarta: ACADEMIA + 

TAZZAFA, 2013. 

 

Nuruddin, Amiur dan Tarigan ,Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di 

Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, 

UU No. 1/1974 Sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2006. 

Rachman, Yusnidar, Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di 

Pengadilan Agama Slawi, (studi kasus perkara 



67 
 

No.59/Pdt.G/2005/PA.SLW). Tesis  pascasarjana, tidak diterbitkan 

Universitas Diponegoro Semarang, 2006. 

 

Ramulyo, Mohd Idris, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, 

Jakarta: Bumi Aksara, 1996. 

 

Sahrani, M.A. Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah 

Lengkap, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009. 

 

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang, Liberty 

Yogyakarta, 1982. 

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh 

Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Prenada 

Media, 2006. 

 

Tamrin, Dahlan, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah, 

Malang: UIN Maliki Press, 2010. 

 

 

 

Umum 

 

Khoirudin, Ahrum, Pengadilan Agama, Bandung: Citra Aditya Bakti,  

1999. 

Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 

1994. 

 

Rasyid, Roihan, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada,1991. 

 

Sanapiah, Faisal,  Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan 

Aplikasinya, cet. VI, Jakarta: PT. RajawaliPers, 2003. 

 

Thalib, Sajuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Penerbit UI, 

1981. 

 

Umar, Husein, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Ed. II, 

Jakarta: Rajawali Pers, 2013. 

 

http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/features-2/k2-

contents/prosedur 

 

 

http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/features-2/k2-contents/prosedur
http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/features-2/k2-contents/prosedur


68 
 

 

 

Undang-Undang 

 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cet. ke-1, 

Yogyakarta, Tim New Merah Putih, 2012. 

Kompilasi Hukum Islam, Karya Anda, Inpres No 1 Tahun 1991. 

 

 

  

 

 

 

 

 



i 
 

LAMPIRAN  

 

TERJEMAH 

 

HLM 

 

FN 

TERJEMAH  

(BAB I ) 

9 12 .... Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat 

untuk mendzalimi mereka. 

10 13 Bahaya (kemadlaratan) itu harus dihilangkan. 
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PERTANYAAN WAWANCARA 

 

1. Faktor apa saja yang menyebabkan atau sebab adanya permohonan 

pembatalan perkawinan ? 

2. Dalam menangani perkara pembatalan perkawinan alasan apa saja 

yang disampaikan oleh pemohon atau penggugat dalam perkara 

pembatalan perkawinan ? 

3. Bagaimana hakim membuktikan adanya penipuan atau pemalsuan 

identitas dalam perkara pembatalan perkawinan? 

4. Apakah rata-rata perkara pembatalan perkwinan itu dikabulkan atau 

tidak ? jika iya bagaimana pertimbangannya dan jika tidak apa 

alasannya ? 

5. Dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan apakah hakim 

hanya merujuk pada Undang-undang perkawinan atau ada sumber 

lain? 

6. Apa saja pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara 

pembatalan perkawinan? 

7. Apakah di Pengadilan Agama Banyuwangi ada kasus yang menarik 

tentang pembatalan perkawinan disetiap tahunnya ? 

8. Apakah disetiap tahun perkara pembatalan perkawinan makin sedikit 

atau makin banyak ? 
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